BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja
pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.




s I

MEMUTUSKAN: - o

Menetapkan PERATURAN 'BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN~

URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERUMAHAN, L

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS e

 BABI o
- KETENTUAN UMUM |

Pasal 1

_ Dalam Peraturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs'

. Dlnas adalah Dinas Perumahan Permuklman dan Pertanahan‘

: Kabupaten Bengkahs

. Kepala adalah Kepala D1nas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Bengkahs

. Sekretarlat adalah Sekretarlat Dmas Perumahan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Bengkahs

. Sekretarls adalah Sekretarls Dlnas Perumahan Permuk1man"

dan Pertanahan Kabupaten Bengkahs

. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UP’I‘ adalah
-Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan yang melaksanakan keglatan teknis operasional

; dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BABI
KEDUDUKAN

Pasal 2.

( 1) Dinas Perumahan Permuklman dan Pertanahan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerlntahan yang men_ladl kewenangan daerah.

(2) Dlnas Perumahan, Permukiman dan Pcrtanahan sebagalmana 8
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung ,
- jawab kepada Bupatl melalui Sekretarls Daerah '




BAB III
‘ SUSUNAN ORGANISASI-
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

& ~ Pasal 3 |

(1) Susunan Organlsas1 Dlnas Pemmahan, Permukiman dan
Pertanahan terdiri dari: ' C :

a. Kepala

b. Sekretarlat terd1r1 darl

1) Sub Baglan Penyusunan Program, Umum dan Kepegawalan
dan . -
2) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

c. Bldang Perumahan dan Kawasan Permuklman terd1r1 dar1

‘1) ‘Seksi Perumahan; ,
- 2) Seksi Kawasan Permuklman, dan
3) Seksi Pendataan Perumahan dan Kawasan Permuk1man

o d. Bldang Sarana dan Prasarana Ut111tas Umum (PSU), terdiri dar1

1) Seksi Prasarana dan Sarana Jalan
2) Seksi Pertamanan; dan _
~3) Seksi Sanitasi, Prasarana ‘dan = Sarana Umum (PSU)

Pendukung RN ' B

e. B1dang Pertanahan terd1r1 dari:

' 1) Seksi Per1z1nan dan Pengadaan Tanah
2) Seksi Pemetaan dan Survei; dan
3) Seksi Penatagunaan Tanah
g Unit Pelaksanaan Teknis; dan
i; Kelompok J abatan fungsmnal
(2) Bagan Susunan Organ1sas1 Dlnas Perumahan Permukiman danb

Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lamplran, yang
merupakan baglan tldak terp1sahkan dan Peraturan ini.

‘ : BAB IV '
' TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Baglan Kesatu



(1)

| keeaa

Pasal 4 -

Kepala mempunya1 tugas melaksanakan sebaglan tugas Bupatl
- dalam menyelenggarakan urusan- pemermtahan daerah d1b1dang- -
- perumahan, = permukiman dan pertanahan berdasarkan azasy,

i Lotonoml dan tugas pembantuan

@

Kepala dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fung31 :

Ca. perumusan penetapan dan pelaksanaan rencana strategls dan )

rencana kerja Dmas

b vperumusan dan penetapan pedoman -dan petun_]uk tekms

Ad1b1dang perumahan permuklman dan pertanahan

C. wpembmaan, pengendahan dan pengawasan kepada seluruh
unsur organlsas1 dlhngkungan Dlnas Perumahan Permuklman

dan Pertanahan, s

- 1)

d. pelaksanaan koord1nas1 dan pelayanan kepada semua 1nstans1 :

'pemerlntah dan  pihak - -yang - terkait . dlbldang perumahan
; permuk1man dan pertanahan i et _

: ‘e.A pelaporan pelaksanaan tugas mehputl pelaporan klnerja dan' o

)

(2)

; keuangan dan

£ pelaksanaan tugas lam yang dlbenkan oleh Bupatl sesua1 ’v i

’dengan bldang tugasnya

- Eégiaﬁ?Kedu&f} i
SEKRETARIAT

Pasal 5 i

‘Sekretarlat mempunya1 tugas memlmpln mengkoordmamkan dan : o
mengendalikan tugas tugas - dlbldang pengelolaan, pelayanan" i
'kesekretarlatan ‘yang: mehput1 pengkoord1nas1an perencanaan,

penyusunan program: dan - anggaran pengelolaan keuangan

‘ perlengkapan dan tata usaha

Sekretarlat dalam melaksanakan tugas seb'aga'imana d’im'aklsu'd' B
3 ~pada ayat (1) menyelenggarakan fung81 e o EERE S

a. penyusunan rencana program evaluas1 dan pe]aporan

b. pelaksanaan admlmstram kepegawauan dan rumah tangga
Dmas Perumahan Permuklman dan Pertanahan




g.

s

. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta

penataan aset;

pelakSanaan urusan  surat frienyurat, kearsipan dan
dokumentasi dan hubungan masyarakat; ' ~ ‘

peléksahaan urusan hukum, organisasi dan hubungan

masyarakat;

pelaksanaan pengkoordinasian pényelenggaraan‘ tugas-tugas |
Bidang; dan '

pelaksanaan tugas-tugas lain yang :dib:erikan oleh Kepala.

~(3) ‘Susunan Organisasi Sekretariavt,"v' terdifiv'da‘ri: o

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. -

Pasal6

(1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
' mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,
- pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan
- program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang

(2)

~ berlaku. . » i S ;

Uraian}'Tugas: teréebut pada ayat (1) sebagai' berikut:

a. merencanakan kegiatan . Sub Bagian Penyuéunah Program,

~Umum- dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun

sebelumnya dan sumber = data yang ada sebagai bahan untuk

~ melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang- -

undangan yang telah ditetapkan;

ménghimplin,dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian

Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program,
Umum dan Kepegawaian ‘sebagai kerangka acuan/pedoman
penyusunan program dan tata usaha;




o -d.. menganentar1s1r = permasalahan permasalahan ' yang |

‘berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program,
-Umum dan Kepegawaian serta menylapkan bahan bahan dalam .
rangka pemecahan masalah CIREE

‘e. menylapkan bahan penyusunan kebljaksanaan pedoman dani{ :
. petunjuk teknls d1b1dang penyusunan program umum “dan
rkepegawalan . S :

Ot ‘f‘melakukan koordmam dan smgkrorusas1 keglatan dengan._
\ Bldang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lamnya L

‘g mengkoordlnlr penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja '
Tahunan/RKT ‘Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah - (RENJA SKPD) dan‘ ‘

. Laporan Pertanggung ~ Jawaban (LPJ), serta Laporan -~

‘ fAkuntablhtas Klnexja Instans1 Pemenntah (LAKIP); :

“h. fmelakukan koordma81 dan konsultam dengan instansi terka.lt k
- . dalam rangka - pemngkatan pengelolaan urusan penyusunan
- program, umum dan kepegawalan » . ~

‘i.’,mengarahkan dan menchstnbumkan surat masuk dan keluar
- _’sesal dengan kepentlngan dan permasalahannya, i

. meneht1 usulan permmtaan forma81 pegawa1 lingkup dlnas, da.n o
menylapkan ‘konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai
sebagai perencanaan kebutuhan pegawai - sesuai dengan
kebutuhan dmas : : : £

k. melakukan pengelolaan perpusta_kaan kearmpan dlnas dan  »  ‘
.melakukan pendokumentas1an keglatan dlnas, .

1. ;mengatur urusan rumah tangga dlnas menata keindahan dan s
kebermhan kantor, serta kcamanan lmgkungan kantor, ; g

"m‘. melakukan tugas d1b1dang hukum orgamsas1 dan tatalaksana_ |

vserta hubungan masyarakat »

n. kmelakukan pengelolaan perpustakaan kears1pan dinas- dan R
: melakukan pendokumentasmn keg1atan dinas; : T

o. membuat : laporan ' pelaksanaan keglatan Sub Baglan -

- Penyusunan Program, Umum dan Kepegawman sesuai dengan-

. data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dllakukan untuk :
L dlpergunakan sebagal bahan masukan bagl atasan ;

p. | memberlkan saran dan pertlmbangan kepada- Sekretans ST 5_
. tentang langkah -langkah atau tlndakan yang perlu dlambll e
d1b1dang tugasnya dan o




(1)

(2)
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q. melaksanakan tugas la1n yang diberikan oleh Kepala Dinas baik

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya =

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat .
 Pasal 7

Sub Bagxan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas S
menylapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

- petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan
- sesuai. dengan ketentuan yang berlaku. - , g

kUralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a. merencanakan kegiatan - Sub : Baglan Keuangan dan
~ Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan

. sumber data yang ada sebagai bahan untuk 'melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

telah dltetapkan

b. menghlmpun dan mempela_]an peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
‘bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan;

C. mencan mengumpulkan menghlmpun men31stemat1sa31kan
_ dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
 berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
~ Perlengkapan sebagi kerangka acuan/pedoman’ penyusunan

rencana keglatan ,

d. menglnventarlslr permasalahan-permasalahan yang

berhubungan - dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan serta menylapkan bahan bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

e mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara

pengeluaran, pembantu bendahara ‘pengeluaran, penyimpan
barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

f. melakukan pengawasan pengendahan dan mengevaluasi
terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara

~ pengeluaran  penyimpan barang, pengurus - barang dan
pembantu pengurus barang; ' ~

g menghimpun - dan memper31apkanbahan dan. data untuk
penyusunan rencana kebutuhan barang,

h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta

" membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu
Inventarls Ruangan (KIR), ‘ : ,
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i. melaksanakan . pengelolaan administrasi keuangan yang
mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja
sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta
melakukan = pembukuan, membuat Laporan  Pertanggung
Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan
keuangan dinas; o L

j. mengatur perlengkapan kanto‘r,v‘ penataaan dan - pengamanan
aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi
perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

k.fnemberikan saran dan peftimbarigah kepéda Sekretaris sebagai |
bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

1. membuat Iaporan hasil pelaksanakan tugas Sub Bagian
- Keuangan dan - Perlengkapan sebagai bahan
pertanggungjawaban; dan - e : V ‘

m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala baik secara
- tertulis- maupun lisan sesuai dengan ‘bidang tugasnya dalam -
rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Bagian ketiga .
~ BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN‘PERMUKIMAN
Pasal 8 o

(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan perencanaan,
pembangunan,” pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi
dibidang perumahan dan kawasan permukiman. : B

2) Bidang'Perumahan daanawasan Permlikiman dalarn,menjalankah
tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi: - :

a. peh'yuSunan j réhcana kerja,’ ‘prograirh‘ dan kégiatan dibidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; ‘

b. pémmusah norma, , stan’dar, 'p‘edoinan _dan manual dibidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; R
C. 'pengciole{an ‘data dan informasi vdibidang- penyelenggaraan
- perumahan dan kawasan permukiman; ' R

- d. 'pelaksanaah perencanaan, pémbangunan, penataan dan
- pengelolaan dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan; . . v




_9 _ £ - . .
e. pelaksanaan = pelayanan ‘perizinan - pembangunan  dan
A _pengembangan perumahan, R :
, f 'pelaksanaan pembmaan penyuluhan tentang rumah sehat

g. pelaksanaan pemantauan, evalua31 dan pelaporan dibidang =~
penyelenggaraan perumahan dan kawasan perrnuklman dan +

h. pelaksanan tugas laln yang d1ber1kan oleh Kepala

- (3) Susunan Organlsa31 Bldang Perumahan dan Kawasan Permuklmanf el
terdm darl ' :

a. Seks1 Perumahan
b. Seksi Kawasan Permuklman ‘dan : :
c. Sek81 Pendataan Perumahan dan Kawasan Permuklman

- Pésal '9

(1) Sek51 Perumahan mempunyal tugas rnenylapkan bahan pemblnaan S
~ bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
. prosedur dan krltena serta pemantauan dan evalua31 dlseksy
perumahan ' LT R : : ’

| (2) Urauan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

a. menyusun rencana ker_]a Seks1 Perumahan .

| b menghlmpun dan mempelajarl peraturan perundang—undangan .
~pedoman dan petun_]uk teknls d1b1dang perurnahan dan kawasan

: permuklman

e menylapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan :
. manual pelaksanaan keglatan dlbldang perumahan dan kawasan,
- permuk1man : S ‘

d. memerlksa kelengkapan dokumen dan membenkan pertlmbanganvb“ ,
. teknis dalam rangka penyelenggaraan perlzman pembangunan dan._ R
pengembangan perumahan ‘ : o -

‘f."“"‘melaksanakan | -\fasﬂltas_l‘. program i pembangunan rumah/ =
perumahan, PR R . L L

melaksanakan pemblnaan penyuluhan tentang rumah sehat;

h. .fmelaksanakan penyedlaan dan rehablllta31 rumah koijan(
‘ _‘ﬂr‘bencana e e , B




h.

i

k.

L
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melaksanakan penyedlaan rumah bag1 masyarakat yang terkenak
reloka31 program pemenntah daerah;

memerlksa kelengkapan " dokumen - dan memberikan

pertlmbangan teknis dalam rangka penerbitan  Sertifikat

Kepemillikan Bangunan Gedung (SKBG),
menyunsun laporan pelaksanaan ‘tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bldang

sesua1 dengan tugasnya.

fPasa110~ e S v

(1) Seksi Kawasan Permuklman mempunya1 ‘tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pemblmblngan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi diseksi kawasan permuklman ~ ‘

2

b,

a.

Uramn Tugas tersebut pada ayat ( 1) sebagai benkut

menyusun rencana kelja Seks1 Kawasan Permuklman

menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang-undangan

'pedoman  dan petunjuk -teknis yang berhubungan dengan

: kawasan permukiman;

menylapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan
manual pelaksanaan Kkegiatan ‘yang berhubungan dengan
, kawasan permuklman, : :

. memerlksa kelengkapan dokumen dan  memberikan

pertimbangan teknis dalam rangka penyelenggaraan perlzlnan
kawasan permuk1man : :

melaksanakan program penataan dan peningkatan kuahtas :
kawasan permukiman kumuh dengan luas dlbawah 10
(sepuluh) Ha; : ‘

’melaksanakan program pencegahan perumahan dan kawasan . -
permuklman kumuh :

g. mcnyunsun laporan pelaksanaan‘tugas; dan

. melakukan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala Bldang sesuai
dengan tugasnya -




(1) Seks1 Pendatdah Perumahan  dan Kawasan  Permukiman =

@

as

mempunyai - tugas melakukan penyiapan ~bahan pembinaan,
pemb1mb1ng, dan pelaksanaan kebljakan teknis, norma, strandar,
- prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dlsekSl ,

pendataan perumahan dan kawasan permuklman R o

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

menyunsun ‘rencana ker_la sek81 pendataan perumahan dan

' kawasan permuklman,

. menghlmpun dan mempelajarl peraturan perundang~undangan T
pedoman ‘dan petunjuk teknis yang ‘berhubungan dengan
' pendataan perumahan dan kawasan permuklman,

.;menylapkan bahan penyusunan norma, standar pedoman dan’e
“manual pelaksanaan kegiatan pendataan pemantauan dan”

evalua81 dlbldang perurnahan dan’ kawasan permuk1man

melaksanakan pendataan dan pemutakhlran data rumah layakv |

hum

.Amelaksanakan pendataan dan pemutakh1ran~ data serta -
. pemetaan kawasan permuklman kumuh d1 perkotaan: dan .,

‘ perdesaan

fmelaksanakan pemantauan pelaksanaan keglatan d1b1dang'
‘srperumahan dan kawasan permuklman, : : : :

. imemenksa kelengkapan dokunen dan memberlkan perlmbangan
‘teknis dalam rangka sertlfika81 dan reglstra31 bagi orang atau

’ ‘badan - hokum yang - melaksanakan perancangan  dan

perencanaan . rumah serta perencanaan prasarana, sarana - .-
futlhtas umum PSU tlngkat kemampuan kecﬂ S

.vmenylapkan bahan penyusunan 5 evalua31 klner_]a dan
~pelaksanaan anggaran dlbldang perumahan dan - kawasanf
{permuklman, . ; o _ S :

melakukan koordlna31 penyunsunan laporan triwulan, semester‘
:\dan akhlr 5 tahun ~ dibidang - perumahan ‘dan kawasan
.”.menyusun laporan pelaksanaan tugas dan

._‘melaksanakan tugas lamnya yang dlbenkan oleh Kepala Bldang e
sesuau dengan tugasnya :
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Baglan keempat

BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM (PSU)

Pasal 12

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) mempunya1
tugas membantu Kepala = Dinas = dalam penyelenggaraan
perencanaan, pembangunan, pembinaan, pendataan, pemantauan
dan evalua31 dlbldang prasarana. dan sarana utilitas umum. o

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasaran dan Sarana Ut111tas
Umum menyelenggarakan fungsi. sebaga1 berlkut o

a. penyusunan rencana kerja program dan 'kegiatan dlbldang
‘prasarana dan sarana utilitas umum (PSU),

b perumusan norma, standar pedoman dan manual dlbldang
prasarana dan sarana utlhtas umum (PSU), ‘

- c. pengelolaan data dan informasi dlbldang prasarana dan sarana
utlhtas umum (PSU), ‘

- d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan
dlbldang prasarana dan sarana ut111tas umum (PSU);

e peklak_sanaan «pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang’

‘prasarana dan sarana utilitas umum (PSU); dan
. ]

f. pélaksahaan tUgas lain yang diberikan oleh Kepala.
(3) Susunan Organ1sas1 Bidang Prasarana dan Sarana Utlhtas Umumi
. (PSU), terdiri dari:
a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
b.  Seksi Pertamanan; dan
c. Seks1 San1tas1 Prasarana dan Sarana Umum (PSU) pendukung
Pasal 13

(1) Seksi Prasarana dan Sarana Jalan mempunyai tugas melakukan
- penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan -

kebijakan ' teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta |

pemantauan dan evaluas1 dlSCkSl prasarana dan sarana jalan.
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(2)' Uraian Tugas_ﬁ térsebut pada ayét (1) sebégai berikut:

(1)

2)

a.

b.

: pedestrian/ trotoar; -

menyusun rencana kerja Seksi Prasarana dan Sarana Jalan; -

'meng'hi‘mpun' dan mempclajari peraturan "perundang—undangan,

pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang
prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) jalan lingkungan

-perumahan dan pedestrian/ trotoar; -

rrienyiapkan ‘bahan penyusunan noriri'a, standar, pedoman dan
manual pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana utilitas

umum  (PSU) - jalan  lingkungan  perumahan danvb ;

pedestrian/ trotoar;

pemeliharaan pedestrian/trotoar;

. melaksanakan perencanaan, pembangunan/peningkatan dan |

melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan.

‘melaksanakan pefencanaan, 'pembangunan' dan pemeliharaan

penerangan jalan umum (PJU); dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pertamanan mempunyai tugas mélakukan penyiapan baha’nk\
pembinaan, pembimbingan  dan pelaksanaan kebijakan teknis,

norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi diseksi pertamanan. . . . :

Uraian Tugas tei‘sebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

~ b.

menyusun rencana kerja Seksi Pertamanan;

menghimpun‘dan mempelajari perati.iran perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis yang - berhubungan dengén o
- penyelenggaraan pertamanan; :

menyiapkan bahan pényusunan-norm@ standar, pedon"lan' dan, '
manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan ~dengan
pertamanan;‘ ’ : ‘ '

pemeliharaan fungsi pertamanan;

. melaksanakan perencanaan, pembangunan/ peningkatan dan

menyunsun lapbran pelaksanaan tugas; dan

meiakukah tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya. : oo ‘ '
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Pasal 15

Sek31 Samtasa Prasarana dan Sarana Ut1htas ‘Umum Pendukung ,
mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan pembinaan,

e pembimbingan dan pelaksanaan kebl_]akan teknis, norma, standar

prosedur ‘dan knterla serta pemantauan dan evalua31 diseksi

S san1tas1 prasarana dan sarana ut111tas umum pendukung

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

‘ a menyusun rencana kerja Seks1 san1tas1 prasarana dan sarana;_

ut111tas umum pendukung, o

b menghlmpun dan mempelajarl peraturan perundang-undangan o

pedoman  dan petunjuk teknls penyelenggaraan yang

~ berhubungan dengan san1tas1 prasarana dan sarana utlhtasﬁ .

‘umum (PSU) pendukung, B

‘e menylapkan bahan penyusunan norma standar pedoman dan

- manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan

san1tas1 prasarana dan sarana utlhtas umum- (PSU) pendukung, S

| d.'melaksanakan perencanaan pembangunan/ penlngkatan dan ke

pemeliharaan - yang berhubungan ‘dengan  sanitasi, dan
prasarana dan sarana utlhtas umum (PSU) pendukung;

: €. menyunsun laporan pelaksanaan tugas dan L

‘ ,»f' melaksanakan tugas lalnnya yang dlbenkan oleh Kepala B1dang L

(2) Z_Bldang Pertanahan menyelenggarakan fungs1 sebagal berlkut

' sesua1 dengan tugasnya S

Baglan kehma
BIDANG PERTANAHAN

Pasal 16

Bldang Pertanahan mempunyal tugas membantu Kepala Dlnasf
~dalam: penyelenggaraan dalam penyelenggaraan perencanaan,
- pembangunan,  pembinaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi
dlbldang pertanahan ' : ' .

a. perencanaan rencana ker_]a program dan keglatan d1b1dang
pertanahan ~ e e

b perumusan norma, - standard pedoman dan manua] dlbldang'_ o

pertanahan
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B ; B ; X < . R L . N \ .
c..pelaksanaan . inventarisasi- tanah serta penelolaan data dan
informasi dibidang pertanahan; ’ : -

d. pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pemets

tematik dan survey potensi tanah;

e. pelaksanaan fasilitasi sertiﬁkasi tanah pemerintah daerah dan
masyarakat berpenghasilan rendah; ' -

f. pelaksanaan ‘fasilitas‘i penyelesaian sengketa ;anah;

g. pelaksanaan koordinasi  dan :,' V'p‘clay'anban perizinan dan
‘ rekomendasi dibidang pertanahan; ‘ : : '
h. pcléksanaari’ bahvtuan teknis - dan perhberian . i‘nfor"m‘asiv
- pertanahan; © SR |

1. »pcllaksanaa‘n. pgnatégunaan' tanah§ |
' k».'pe.manta_u:an dén f)ehgawaéan_ pelaksanaan kégiatan 'di_b‘idang‘
pertanahan; dan = S : ‘
1 pelaksanaan ﬁigélS lain yahg diberikan oléh kKepala.‘
(3) Susunan Organisasi Bidgng Pertanahan térdiri dari:
a. .SéksibPériz'ina.rvltda‘ri Pengadaan Tanah;v :

- b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan’
c. Seksi Penatagunaan Tanah. -

. Pasal 17

(1) Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas -
menyusun penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan

- kriteria serta pemantauan dan evaluasi yang berhubungan

dengan perizinan dan pengadaan tanah.

(2) Ufaiah Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyunsun rencana kerja Seksi Perizinan dan Pengadaan
- Tanah; S 7 ~ '
b. rnenghimpliryi' “dan mempelajari Tpéréituran perundang- Tf
undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan
dengan penyelenggaraan perizinan dan pengadan tahah;

S C. menyiapkan "bahan ‘penyuSunén norma, standar, pedoman - -
~ dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan perizinan dan pengadaan tanah; .
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-d. melaksanakan fa8111tas1 sertlﬁka51 tanah _Pemermtah Daerah"- o

. dan masyarakat berpenghasﬂan rendah

€. melaksanakan koordlna81 dan bantuan ‘teknis perencanaan
: pengadaan tanah kepada Satuan KerJa Perangkat Daerah; ‘

f.. melaksanakan bantuan teknls dalam rangka tukar menukar -
i} aset Pemenntah Daerah : . '

g. melaksanakan fa8111ta31 penyelesalan masalah gantl keruglan
dan santunan tanah untuk pembangunan ;

~ h melaksanakan koordlnas1 pelayanan izin lokas1 dan izin lokasi =
: penatagunaan tanah ~

i. .melaksanakan penetapan subyek dan obyek redlstrlbu51
' ,tanah dl B ,

J menyusun laporan‘pelaksan'a'an tugaS' dah ~
k. ;melaksanakan tugas lamnya yang dlberlkan oleh Kepala
Bldang sesual dengan tugasnya P
Pasal 18
‘(1) ’Sek51 Pemetaan dan SL'lI'VCI mempunya1 tugas penyiapan bahan o
© . pembinaan, pemblmblngan, dan pelaksanaan kebijakan teknis,"

~norma, standar, prosedur dan krlterla serta pemantauan dan
evalua31 yang berhubungan dengan pemetaan dan survei. ‘

(2) Uraian ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut
a. menyusun rencana kerJa Sek31 Pemetaan dan Survel,

_ b. menghlmpun dan ' mempela_]an peraturan perundang—;,
~ undangan, kebljaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk
. teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemetaan,
~dan survei; : - P .

C,.k:menylapkan bahan penyusunan ‘horma, standar, pedomanl o ot
. dan manual pelaksanaan kegiatan’ yang berhubungan dengan .

) penyelenggaraan pemetaan dan survel o
d. melaksanakan surve1 pemetaan dasar dan pemetaan tematlk G

el melaksanakan survel poten31 tanah

f. melaksanakan koordlna31 dengan mstahél terkait dalam ani
: melakukan survey, pengukuran dan pemetaan dan

g. ‘melakukan tugas laJn yang dlbenkan oleh Kepala Bldang B
_-sesuaj dengan bldang tugasnya ' T ’
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‘Pasal 19

(1) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas penyiapan bahan
- pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi yang berhubungan dengan penatagunaan tanah.

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja Seksi 'Pénatagunaan Tanah,;

b. menghimpun dan mempelajari ~peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan
dengan penyelenggaraan penatagunaan tanah; '

R . 3 . L]

c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, pedoman
dan manual pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan penatagunaan tanah; ’

d. menyiapkan  bahan ‘penyusunan - renéana persediaan,
peruntukan; pemeliharaan dan penggunaan tanah;

e. mclaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat,
tanah kosong dan tanah garapan; :

f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penatagunaan
tanah kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;

g. ’mela:ksar‘lvakan penelitian dan pengkajién laporan pengaduan
sengketa tanah; S ’ : :

h. mengkoordinasikan = dan menetépkan ‘langkah-langkah
‘penanganan penyelesaian sengketa tanah; :

1. melaksanakan fasilitési pényelesaian sengketa tanah;
J- menyusun laporan pelaksanaank tug‘a_'s;kd‘an '
k. meia‘k‘ukan‘”tugas' lain yang dibf:rikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugasnya. ‘
 BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
 Pasal 20 -

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
berdasar‘kan»kebutuhan dan beban kerja; -~ o




(2)

(3)

)

(1)

@)

(3)
: berlaku

4)
: peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i _18_

UPT adalah Umt Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan - teknispenunjang yang
mempunyai wilayah kerja mehputl satu atau beberapa Kecamatan -
dalam daerah Kabupaten Bengkahs

UPT d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dlnas dan secara operasional
berkoordinasi dengan Camat : Lk :
Pembentukan - UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
*  BABVI
KELOMPOK JABATAN F UNGSIONAL
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsmnal terdiri dar1 se_]umlah tenaga dalam
_]enjang J abatan Fungs1onal sesuai dengan bldang keahhannya

Kelompok Jabatan . Fungsmnal d1p1mp1n | oleh seorang tenaga‘
fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas;

Jumlah Jabatan Fungsmnal d1tentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja sesua1 dengan peraturan perundang—undang yang

Pemblnaan terhadap tenaga fungsmnal dilakukan sesua1 dengan

 BABVII
' ESELONERING

'Pésal 22

Jabatan Eselonerlng pada Dlnas Perumahan Permuklman dan
Pertanahan terdm dari: '

a

b.

C.

. Kepala adalah Jabat'an.eseldn II/b;

Sekretéris adalah jabatan eselon 111/ a;
Kepala ' Bidang “ 'padaAv Dinas Pef'umahari, Permukiman dan
Pertanahan adalah jabatan eselon /b ;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sek31 pada Dinas Perumahan
Permukiman dan Pertanahan adalah _]abatan eselon-1V/a.
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_BABVID
“TATA KERJA

Pasal 23 , B

(1) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dmas Sekretaris, Kepalaf

- Bidang, Kepala Sub ‘Bagian, Kepa_la ‘Seksi, Kelompok Jabatan -
" Fungsional dan Kepala UPT wapb melaksanakan prinsip koordmam '

: 1ntegra31 dan smkromsam secara vertlkal dan horlzontal

(2) Setlap leplnan Satuan | Organlsa31 dllmgkungan Dmas
bertanggung]awab mermmpln ‘dan mengkoord1nas1kan bawahan;
'~ masing-masing dan memberikan b1mb1ngan serta petun_]uk baglj o

pelaksanaan tugas bawahannya

(38) Setiap- leplnan Satuan Organlsa31 dlllngkungan Dinas, Wa_]lb"

mematuhi- petunjuk—petun_]uk dan" bertanggungjawab kepada atasan

Vmasmg—masmg serta menyaxnpalkan laporan tepat pada waktunya.

| By . BAB DX nn
;, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

(1) Kepala d1angkat dan dlberhentlkan oleh Bupat1 dari Aparatur Slpll o
~Negara (ASN) yang ‘memenuhi. syarat sesua1 dengan peraturar;‘; L
perundang undangan yang berlaku S L

(2) Sekretaris, Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan Kepala Seks1 Kepala‘”
~ UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupatl_
sesual dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku o

(3) Pengangkatan Kepala Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan" &
Kepala . Seksi, Kepala "UPT dan Jabatan Fungsional, perlu .-
‘diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan
kemampuan tekms yang dlperlukan untuk kelancaran tugas. Ll

"BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 25 :

Sumber—sumber Pemblayaa_n Dmas dlbebankan kepada : Anggaran:‘
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat

dan ‘bantuan dari lembaga lain yang sah di 1uar Pemerintah Daerah
dengan persetujuan Bupatl sesuai dengan peraturan perundang— S
undangan yang berlaku B L g

A
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantikkannya
pejabat yang baru.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang
mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,

e

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Pit. SE ARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS
¢

HZARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 40
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